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NOMOR 178/PMK.05/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mendukung modernisasi pelaksanaan
anggaran, pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dapat dilakukan melalui uang
persediaan dengan memanfaatkan fasilitas kartu kredit;
bahwa substansi Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara memerlukan penyesuaian dan pembaharuan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
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Menetapkan

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN
PENDAPATAN BELANJA NEGARA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1191), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 43 disisipkan 4
(empat) ayat, yakni ayat (5a), ayat (Sb), ayat (5c), dan ayat
(5d) dan ketentuan ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9),
dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 43

(1) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan
operasional  sehari-hari  Satker dan = membiayai
pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui
mekanisme Pembayaran LS.

(2) UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada
Bendahara  Pengeluaran yang dapat dimintakan
penggantiannya (revolving).

(3) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu)
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penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar
Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk
pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari
UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP
paling banyak sebesar RpS50.000.000 (lima puluh juta
rupiah).

UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:

a. Belanja Barang;

b. Belanja Modal; dan

c. Belanja Lain-lain.

UP yang diajukan berupa:

a. UP tunai; dan/atau

b. UP kartu kredit pemerintah.

UP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) huruf a
merupakan UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai
kepada Bendahara Pengeluaran/BPP melalui rekening
Bendahara Pengeluaran/BPP yang sumber dananya
berasal dari rupiah murni.

UP kartu kredit pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5a) huruf b merupakan uang muka kerja yang
diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit
kepada Bendahara Pengeluaran /BPP yang
penggunaannya dilakukan dengan kartu  kredit
pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional
sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan
melalui mekanisme Pembayaran LS yang sumber
dananya berasal dari rupiah murni.

Khusus pada akhir tahun anggaran, UP tunai dapat
digunakan untuk pembayaran belanja pegawai sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir
tahun anggaran.

Pembayaran dengan UP tunai oleh Bendahara
Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia
barang/jasa dapat melebihi Rp50.000.000 (lima puluh
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(7)

(8)

9)

(10)

juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Bendahara  Pengeluaran  melakukan  penggantian
(revolving) UP tunai yang telah digunakan sepanjang
dana yang dapat dibayarkan dengan UP tunai masih
tersedia dalam DIPA.

Penggantian UP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dilakukan apabila telah dipergunakan paling sedikit
50% (lima puluh persen) dari besaran UP tunai.

Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh
beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN harus
melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah
uang yang dikelola oleh masing-masing BPP.

Setiap BPP mengajukan penggantian UP tunai melalui
Bendahara Pengeluaran, apabila UP tunai yang
dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima

puluh persen).

Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 44

(1) Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan
kepada KPA, dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D-
UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan
penggantian UP tunai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (8).

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan
surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), belum dilakukan pengajuan penggantian UP
tunai, Kepala KPPN memotong UP tunai sebesar 25%

(dua puluh lima persen).
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(4) Pemotongan dana UP tunai sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan dengan cara Kepala KPPN
menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA
untuk memperhitungkan potongan UP tunai dalam
SPM dan/atau menyetorkan ke Kas Negara.

(5) Dalam hal setelah dilakukan pemotongan dan/atau
penyetoran UP tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Kepala KPPN melakukan pengawasan UP
tunai.

(6) Dalam melakukan pengawasan UP tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketentuan
penyampaian surat pemberitahuan, dan pemotongan
UP tunai berikutnya mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan

ayat (4).

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 46 diubah, diantara
ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat
(2a) dan ayat (2b), dan setelah ayat (3) ditambahkan 4
(empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat
(7), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46
(1) KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar
kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan
yang direncanakan dibayarkan melalui UP.
(2) Pemberian UP diberikan paling banyak:
a. Rpl00.000.000 (seratus juta rupiah) untuk
pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui
UP sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar
empat ratus juta rupiah);
b. Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk
pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui
UP di atas Rp2.400.000.000 (dua miliar empat
ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau
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(22)

(2b)

(3)

(4)

(5)

c. RpS500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk
pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui
UP di atas Rp6.000.000.000 (enam miliar
rupiah).

Besaran UP tunai sebesar 60% (enam puluh persen)

dari besaran UP.

Besaran UP kartu kredit pemerintah sebesar 40%

(empat puluh persen) dari besaran UP.

Kepala Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal

Perbendaharaan atas permintaan KPA, dapat

memberikan persetujuan terhadap:

a. Perubahan UP melampaui besaran UP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau

b. Perubahan proporsi besaran UP tunai yang
lebih besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2a).

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a diberikan dengan mempertimbangkan

sebagai berikut:

a. frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih
dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
selama 1 (satu) tahun; dan

b. kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu)
bulan yang melampaui besaran UP.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b diberikan dengan mempertimbangkan

sebagai berikut:

a. frekuensi penggantian UP tunai tahun yang lalu
lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bulan selama 1 (satu) tahun;

b. kebutuhan penggunaan UP tunai dalam 1 (satu)
bulan melampaui besaran UP tunai; dan

c. masih terbatas penyedia barang/jasa yang
menerima pembayaran dengan kartu kredit
melalui mesin Electronic Data Capture (EDC)
yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari

KPA.
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Dalam hal Satker memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat
menerima pembayaran dengan kartu kredit
melalui mesin EDC yang dibuktikan dengan
surat pernyataan dari KPA; dan

b. memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat

dibayarkan melalui UP sampai dengan
Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta
rupiah),
KPA mengajukan UP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam bentuk UP tunai sebesar
100% (seratus persen).

Ketentuan mengenai penggunaan dan pembayaran

UP melalui kartu kredit pemerintah diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (14) Pasal 51 diubah,

diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 51 disisipkan 1 (satu)

ayat, yakni ayat (5a), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 51
Bendahara Pengeluaran /BPP melakukan
pembayaran atas UP tunai berdasarkan surat
perintah  bayar (SPBy) yang disetujui dan
ditandatangani oleh PPK atas nama KPA.
SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan bukti pengeluaran:
a. kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan
PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan
b. nota/bukti penerimaan barang/jasa atau
dokumen pendukung lainnya yang diperlukan
yang telah disahkan PPK.
Dalam hal penyedia barang/jasa tidak mempunyai
kuitansi/bukti pembelian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, Bendahara Pengeluaran/BPP
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(4)

()

(Sa)

(6)

(7)

(8)

membuat kuitansi yang dibuat sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Berdasarkan SPBy sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan:

a. pengujian atas SPBy yang meliputi pengujian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4);
dan

b. pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak
atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan
menyetorkan ke kas negara.

Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara

Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

a. rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;

b. rincian kebutuhan dana; dan

c. batas waktu pertanggungjawaban penggunaan
uang muka kerja, dari penerima uang muka
kerja.

Uang muka kerja dapat diberikan kepada penerima

uang muka kerja untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan yang pembayarannya tidak dapat
dilakukan dengan UP kartu kredit pemerintah.

Atas dasar rencana pelaksanaan

kegiatan/pembayaran dan rincian kebutuhan dana

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan
huruf b, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan
pengujian ketersediaan dananya.

Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan

pembayaran atas tagihan dalam SPBy apabila telah

memenuhi persyaratan pengujian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a.

Dalam hal pengujian perintah bayar sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak memenuhi

persyaratan untuk dibayarkan, Bendahara

Pengeluaran/BPP harus menolak SPBy yang
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diajukan.

Penerima uang muka kerja harus
mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf c, berupa bukti pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Atas dasar pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat 9), Bendahara
Pengeluaran/BPP melakukan pengujian bukti
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf c, penerima uang
muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara
Pengeluaran/BPP menyampaikan permintaan
tertulis agar penerima uang muka kerja segera
mempertanggungjawabkan uang muka kerja.
Tembusan  permintaan  tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada PPK.
BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran selanjutnya menyampaikan
bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada PPK wuntuk pembuatan SPP GUP
tunai/GUP Nihil.

SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan Pasal 62 dihapus.

Pasal 62
Dihapus

Ketentuan Lampiran XV dihapus.
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Pasal II

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
ketentuan mengenai penyelesaian tagihan negara
dan pelaksanaan pembayaran pada akhir tahun
anggaran dengan menggunakan
UP/TUP/GUP/PTUP/GUP Nihil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 47 sampai dengan
Pasal 50, Pasal 52 sampai dengan Pasal 59, Pasal
61, dan Pasal 73 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191)
merupakan ketentuan penyelesaian tagihan negara
dan pelaksanaan pembayaran pada akhir tahun
anggaran menggunakan UP/TUP/GUP/PTUP/GUP
Nihil secara tunai.

Ketentuan mengenai penggunaan dan pembayaran
UP melalui kartu kredit pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 46 dapat
dilaksanakan sepanjang Peraturan Menteri
Keuangan mengenai pembayaran UP melalui kartu
kredit pemerintah telah berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1

Januari 2019.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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